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BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 58 TAHUN
2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 11

Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016, telah
ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2015
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016;

.bahwa  berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2016 Nomor 1.20.01.00.00.00.5.1 tanggal
28 Desember 2015 tentang Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Tahun
Anggaran 2016 serta surat Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak Nomor
045.2/1778/2016 tanggal 30 Mei 2016 Perihal Surat
Pengantar Rincian RKA Bantuan Keuangan (Ban Gub)
Mendahului Perubahan pada Bidang Pendidikan Tahun
Anggaran 2016;

. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun

2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2016 serta surat Kepala Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak
Nomor 421.1/2017/2016 tanggal 17 Juni 2016 Perihal
Penyaluran Dana DAK BOP PAUD Kabupaten Demak Tahun
2016;



Mengingat

d. bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Perwakilan

1.

Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 900/398 tanggal
22 Juni 2016 Perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran
mendahului Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;

. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan

Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Demak Nomor
910/1223/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Persetujuan
Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam
Obyek Belanja Gaji dan Tunjangan Jenis Belanja Pegawai
Dalam Kelompok Belanja Tidak Langsung di Satuan Kerja
Perangkat Daerah SMPN 1 Karangtengah Pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun
Anggaran 2016;

bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Demak Nomor
910/1246/2016 tanggal 22 Juni 2016 tentang Persetujuan
Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam
Obyek Belanja Gaji dan Tunjangan Jenis Belanja Pegawai
Dalam Kelompok Belanja Tidak Langsung pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun
Anggaran 2016;

. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa

Tengah Nomor 900/0012367 tanggal 28 Juli 2016 Hal :
Permohonan Revisi Bantuan Keuangan Kabupaten Demak
Tahun Anggaran 2016;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f
dan huruf g, perlu mengubah Peraturan Bupati Demak
Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun
Anggaran 2016;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f,
huruf g dan huruf h perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Demak
Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun
Anggaran 2016;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



Menetapkan

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor
20);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016 (Lembaran
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 11);

Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016 sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Bupati Demak Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun
2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016
(Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 58 TAHUN 2015
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN
ANGGARAN 2016.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor
58 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016
(Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 58)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Bupati Demak Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Demak Nomor 58
Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016
(Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 14),
diubah dengan diadakan Penambahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah yang bersumber dari Belanja Bantuan
Keuangan Gubernur Provinsi Jawa Tengah kepada
Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran
2016 dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Bantuan
Operasional Penyelenggaraan PAUD) sesuai Lampiran XVIII
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun
2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2016 berkenaan pada Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah selaku Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga, serta diadakan Pergeseran
Anggaran berkenaan pada SKPD Sekretariat DPRD, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, SMPN 1 Karangtengah dan
beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan daftar
penambahan dan pergeseran anggaran sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2016.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 12 Agustus 2016

BUPATI DEMAK,
ttd

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 15 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016 NOMOR 22

SESUAI DENGAN ASLINYA
Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
ttd
MUH. RIDHODHIN, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001




